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BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.375, 2020 KEMENKEU. Pemberian Pinjaman. Pemerintah

TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN DARI PEMERINTAH KEPADA LEMBAGA

Menimbang

kepada LPS. Tata Cara.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33/PMK.010/2020
TENTANG
PENJAMIN SIMPANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2017 tentang Surplus

dan Tingkat Likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan Serta

Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga

Simpanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan

tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman dari Pemerintah

kepada Lembaga Penjamin Simpanan;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 29

Penjamin

Mengingat

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2017 tentang
Surplus dan Tingkat Likuiditas Lembaga Penjamin
Simpanan Serta Pinjaman dari Pemerintah kepada
Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
6144);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN PINUAMAN DARI PEMERINTAH KEPADA
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat
LPS adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang mengenai LPS.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

Bank adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai
perbankan serta bank wumum syariah dan bank
pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
Likuiditas adalah kemampuan sumber daya keuangan
yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dana yang
diperlukan oleh LPS sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah mengenai surplus dan tingkat
likuiditas LPS serta pinjaman dari Pemerintah kepada
LPS.

Laporan Tingkat Likuiditas adalah informasi perkiraan
tingkat likuiditas LPS per bulan untuk jangka waktu 6
(enam) bulan kedepan.

Dana Pinjaman adalah piutang yang diberikan oleh
Pemerintah kepada LPS wuntuk mengatasi kesulitan
likuiditas yang harus dibayar kembali dengan
persyaratan tertentu sesuai dengan jangka waktu

berlakunya.
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Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN
meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah
negara.

Perjanjian Pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara
Pemerintah c.q. Menteri Keuangan dan LPS mengenai
pemberian pinjaman Pemerintah kepada LPS untuk
mengatasi kesulitan likuiditas.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri
adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

Ketua Dewan Komisioner LPS adalah ketua merangkap
anggota Dewan Komisioner LPS.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya
disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh
Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar untuk
mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran dalam rangka pembayaran
tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran.
Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang
selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang
diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dalam
rangka  pembayaran = tagihan  kepada  penerima
hak/bendahara pengeluaran.

Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan
Pemberian Pinjaman (BA 999.04) yang selanjutnya
disebut BA 999.04 adalah subbagian anggaran
bendahara umum negara yang menampung belanja
pemerintah pusat untuk keperluan Pinjaman kepada
BUMN/Pemerintah Daerah/Lembaga/Badan Lainnya.
Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang

selanjutnya disingkat PA BUN adalah pejabat pemegang
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

kewenangan penggunaan anggaran BUN.

Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah wunit
organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang
ditetapkan oleh Menteri dan bertanggung jawab atas
pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada
satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor
pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di
kementerian negara/lembaga yang memperoleh
penugasan dari Menteri  untuk melaksanakan
kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran
yang berasal dari BA BUN.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan
PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan
yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban
APBN.

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang
selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian
atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah
pembayaran.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
kuasa dari Bendahara Umum  Negara untuk
melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum
Negara.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah
dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA

BUN.
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BAB II
LAPORAN TINGKAT LIKUIDITAS LPS

Bagian Kesatu

Laporan Berkala Tingkat Likuiditas LPS

Pasal 2

(1) LPS menyusun dan menyampaikan Laporan Tingkat
Likuiditas kepada Menteri c.q. Kepala Badan Kebijakan
Fiskal secara berkala periode semesteran sesuai dengan
ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai surplus dan
tingkat likuiditas LPS serta pinjaman dari Pemerintah
kepada LPS.

(2) Laporan Tingkat Likuiditas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk periode:
a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua

bulan Januari.

b. semester II disampaikan paling lambat minggu

kedua bulan Juli.

Pasal 3
Laporan Tingkat Likuiditas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 paling sedikit memuat informasi:
a. Sumber daya keuangan:
1. kas dan setara kas;
2. kas yang diperkirakan akan diperoleh dari:
a) penerimaan premi penjaminan simpanan;
b) penerimaan hasil investasi;
c) investasi yang jatuh tempo;
d) penjualan investasi dengan perjanjian membeli
kembali; dan
e) sumber lainnya.
b. Total kebutuhan dana:
1. pembayaran klaim penjaminan;
2. penyelesaian atau penanganan bank gagal; dan
3. pembayaran kegiatan operasional kantor.

c. Dana tersedia untuk reinvestasi.
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